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BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SORONG 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                  

KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SORONG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala 

Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah       

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dimana Kepala Daerah dapat mengambil tindakan tertentu 

dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah 

yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 

b. bahwa dalam pelaksanaan penganggaran Alokasi Cadangan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 

tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa dalam pelaksanaan penganggaran Alokasi Cadangan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) untuk pemberian insentif dan santunan 

kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun          

Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang 

Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga 



Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019  

(COVID-19); 

d. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana 

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya terdapat beberapa kegiatan 

yang telah ditetapkan kontrak Pengerjaannya maka Pemerintah 

Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana 

dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala 

Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah mendahului penetapan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya ditampung dalam 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam butir V.17 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33         

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun 

Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia 

Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4     

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5137); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang       



Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2001 Nomor 4884); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia          

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019                 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 6398); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6236); 

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

25. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 



tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120           

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 /KM.7/2020 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang 

III Tahun Anggaran 2020; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang 

Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020                    

Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 250); 

33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ 

dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 

Disease  2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat Dan Perekonomian Nasional; 

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 

215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang 

Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan        

Covid-19 Tahun Anggaran 2020; 

35. Peraturan Bupati Sorong Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong          

Tahun 2018 Nomor 66); 

 



36. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah            

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong 

Tahun 2020 Nomor 1);  

37. Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 

Nomor 1); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                  

KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pasal 1 

 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun     

Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk menjamin 

ketersediaan alokasi anggaran akibat : 

a. Penganggaran untuk mendanai kegiatan dalam rangka penanggulangan dan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

b. penyesuaiaan dana transfer terhadap pendapatan dan belanja sesuai dengan 

jumlah alokasi tahun berkenaan; 

c. penyesuaiaan dana SILPA terhadap pendapatan dan belanja sesuai dengan 

jumlah alokasi tahun berkenaan; dan 

d. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  2 

 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020  

semula berjumlah Rp1.841.960.751.511,00 berkurang sejumlah                            

Rp (400.812.925.000,00) sehingga menjadi Rp1.441.147.826.508,00 dengan rincian 

sebagai berikut :                                                                            

1.  Pendapatan     

a. Semula    Rp 1.641.278.192.661,00 

b. Bertambah/berkurang Rp   (324.266.793.003,00) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp 1.317.011.399.658,00 

2.  Belanja     

a. Semula    Rp 1.841.960.751.511,00 

b. Bertambah/berkurang  Rp    (400.812.925.003,00) 

Jumlah Belanja setelah perubahan   Rp    1.441.147.826.508,00 

 

Surplus/defisit  Rp     (124.136.426.850,00) 

 

 



3.  Pembiayaan 

 a. Penerimaan Pembiayaan  

1). Semula     Rp     223.682.558.850,00 

2). Bertambah/berkurang   Rp    (76.546.132.000,00) 

Jumlah Penerimaan pembiayaan  Rp   147.136.426.850,00 

 b. Pengeluaraan Pembiaayaan  

1). Semula    Rp     23.000.000.000,00 

2). Bertambah/berkurang  Rp      0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp     23.000.000.000,00 

 

 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.    124.136.426.850,00 

     

Sisa lebih pembiayaan anggaran  Rp. 0,00    

 

Pasal 3 

 

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya ditampung 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

(2) Dalam hal tidak terjadi Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun        

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perubahan 

dimaksud di tampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.  

 

Pasal 4 

 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 

 

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang telah 

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 



Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 

ini dalam Berita Daerah. 

 

 

Ditetapkan di Aimas 

pada tanggal 24 Juli 2020  

 

  BUPATI SORONG, 

           ttd 

JOHNY KAMURU 

 

 

Ditetapkan di Aimas 

pada tanggal 24 Juli 2020 
 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 

                                           ttd 

                                 ARI WIJAYANTI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 24  

  

 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 
 

 
 

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si 
PEMBINA TK. I (IV/b) 

    NIP. 19630525 199307 1 001 

 

 

 

 

 

 

  


